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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149 /PMK.05/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 229/PMK.05/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pencairan, penyaluran,
dan pertanggungjawaban dana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Otoritas
Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Dana
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi
Otoritas Jasa Keuangan, perlu mengubah ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.05/2013 yang mencantumkan mengenai
nomenklatur pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan yang
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ditetapkan sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara
Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan fungsi
Kuasa Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013
Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran,
dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas
Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2013
Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran,
dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas
Jasa Keuangan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/PMK.05/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN,
PENCAIRAN,PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014 PADA OTORITAS JASA
KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.05/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penyaluran,
dan Pertanggungjawaban Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2014 Pada Otoritas Jasa Keuangan diubah sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka penyaluran Dana Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2:

a. Kepala Departemen Keuangan pada OJK ditetapkan sebagai Kepala
Satker Sementara OJK, yang melaksanakan fungsi KPA; dan

b. Satker Sementara OJK ditetapkan sebagai entitas akuntansi
pemerintah.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


